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A bstract
The crisis o f solidarity on the one band an dpolitical identity th a t denies the diversity on the other hand 

is  a  big problem  th a t plagued the nation's center o f Indonesia This issue is trying to read in a 

philosophical discourse about the glass eye kom unitarism e versus liberalism . The debate between these 

two philosophies can be drawn m ayhap its  relevance to the context o f Indonesia H ere Pancasila 

occupies a  specialposition.
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A . P en d ah u lu an

Beberapa waktu terakhir m edia m assa m enyuguhkan kepada publik berita 

seputar kekerasan apatat keam anan terhadap warga negara yang seham snya 

m endapat pedindungan dan negara. Insiden terakhir terjadi d i Sape, Bim a pada 

tanggal 24  D esem ber 2011 di m ana apatat polisi m enem bak m ati 3  warga sipil 

yakni A rief Raiim an (19), Syaifol (17) dan A nsyati (20). M enurut laporan 

Indonesian P olice W atch (IPW ) sepanjang tahun 2011 kebrutalan polisi fplah 

m enew askanl6 warga sipil dan m enyebabkan 69 orang m enderita luka. Laporan 

IPW  in i m erujuk pada tiga kejadian yakni insiden d i M esuji, Papua dan Sape. 

T entu jumlah korban aldbat brutalitas aparat keam anan jauh leb ih  besar dati 

angka tersebut di atas, sebab cukup banyak insiden yang tidak tetekam  publik.

D i balik ketiga insiden berdarah d i atas terdapat konflik sum ber daya alam  

antara warga masyarakat lokal dengan perusahan atau korporasi. D i Sape 

pem icu kekerasan adalah ketegangan antara masyarakat lokal dan korporasi 

pertam bangan, di M esuji antara masyarakat dan perusahan kelapa saw it dan di 

Papua terdapat konflik berkepenjangan antara masyarakat lokal yang 

terpinggirkan dan m engalam i pem iskinan d i tengah gelim ang kem ewahan dan 

profit yang diraub perusahan F reeport?

A nehnya pada ham pir sem ua konflik  tersebut negara atau aparat keamanan 

berdiri kokoh sebagai pem bela korporasi. Secara lugas dapat dikakatan, negara 

m enam pilkan diri sebagai anjing penjaga m alam  korporasi-korporasi dan  

serangan masyarakat lokaL Pertanyaan, untuk apa kka m asih bem egara jika 

negara tidak leb ih  d an  perpanjangan tangan korporasi-korporasi m ultinasional? 

Apakah frase nasionalism e m asih punya m akna ketika negara tam pil sebagai 

F eviathan  atau raksasa yang siap m em angsa anak kandungnya sendiri? Apakah 

patriotism e m asih punya tem pat di tengah krisis kehidupan bem egara?

K eddakpedualian negara terhadap kehidupan m ayoritas warga - negara 

dibenatkan secara em piris o leh  sejum lah data keddakadilan sosial. Beberapa 

waktu lalu harian K om pas m enurunkan sejum lah data benkut. M enurut catatan 2

2 Data diambil dan pemyataan sikap anggota masyarakat sipfl di Maumere, Flores, N TT  
ketia mengadakan aksi ke Pokes Sikka, Maumere, N I T  sekagai ungkapan solidaritas terhadap 
korban kekerasan negara d i Sape, Bima.



K om pas, aset 300 orang terkaya d i Indonesia sam a dengan 60 prosen  A P B N , 

aset 40  orang terkaya setara dengan kekayaan 60  juta penduduk term iskin dan 

80 persen sum ber daya alain kita dikuasai o leh  pihak asing.3

D ata-data in i m em bukrikan bahw a sebagai bangsa kita gagal m em bangun  

sebuah dunia atau rum ah bersam a. D unia bersam a m engandaikan adanya 

pengalam an bersam a. N am un bagaim ana pengalam an bersam a itu  dapat 

direproduksi jika ketidakadilan sosia l m enganga leber, jika segelintir orang 

m engham bur-ham burkan uang negara, sem entara m ayoritas warga tercecer 

secara p olitis, sosia l dan ekonom i?

K risis nasionalism e yang tengah dialam i bangsa Indonesia m enuntut negara 

dan masyarakat sip il untok m em bangun kem bali rum ah bersam a bem am a 

Indonesia. Rum ah bersam a tetseb u t harus dibangun di atas dua pilar utama 

yakni keadilan  dan soH daritas. D alam  tulisan in i saya coba m enem patkan diskusi 

seputar pencarian pilar dasar bangunan negara m oderen Indonesia dalam  

kerangka diskursus filsafat p olid k  kontem porer: K om unitarism e versus 

Liberalism e. D iskursus in i sesungguhnya tidak baru dalam  sejarah 

ketatanegaraan Indonesia. Pada saat berdirinya republik in i diskusi d en gan  

nuansa yang sam a m uncul ketika terjadi perdebatan antara Soepom o dengan  

konsep negara integralistiknya dan M uham ad H atta yang m em perjuangkan agar 

hak-hak individual dim asukkan ke dalam  U U D  45.

B. Komunitarisme versus Liberalism e

K om unitarism e adalah sebuah m azhab filsafat yang dicetuskan o leh  

sekelom pok pem ikir anglosaxon yang m engkritisi konsep kontrak sosia l seperti 

dikem bangkan Joh n  Raw ls dan liberalism e pada um um nya. Perdebatan  

liberalism e versus kom unitarism e dim ulai awal tahun 80-an dan berkem bang 

begitu cepat. K om unitarism e terdiri dari m acam -m acam  p osisi berbeda, n am u n  

m ereka sepakat pada beberapa hal m endasan kaum  kom unitarian  

m enggatisbaw ahi kekurangan filsafat sosia l yang berorientasi pada liberalism e 

m oderen serta pentingnya tuntunan eris dan pandangan hidup bersam a. Secara 

filo so fis kaum  kom unitarian m em juk pada A ristoteles, T hom as A quinas, H egel
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3 “Kontradiksi dalam Kesejahteraan Umum”, dalam K om pas, 29 Novem ber 2011, hal. 6
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dan TocqueviUe, bukan pada pem ikir klasik m oderen seperti Locke, R ousseau  

dan K an t

Pokok pikiran libetalism e yang m enjadi sasaran gugatan kaum  

kom unitarian dapat diringkaskan sebagai berikuL D alam  liberalism e terdapat 

distingsi tegas antara konsep keadilan dan pandangan tentang hidup baik, 

legalitas dan m cralitas. Tugas negara ialah m enciptakan dan m enjam in sistem  

hak atas dasar faham H A M , m engkootdinasi ruang-ruang kebebasan individual 

secara m axim al berdasarkan ptinsip  hukum  yang berlaku um um  (Im m anuel 

K ant). Pertanyaan seputar hidup baik bukan m enjadi kewenangan negara tapi 

m asuk dalam  ranah privat, nam un konsep hidup baik itu  tidak pem ah boleh  

bertentangan dengan prinsip hukum . D engan dem ikian hukum  m em batasi 

kebebasan pandangan hidup baik.

K om unitarism e m engajukan beberapa catatan k ritisatas pandangan kaum  

liberak A da pun beberapa p oin t penting kritikan kaum kom unitarian tersebut4

P eriam a, kaum kom unitarian m enolak konsep antropologi liberal yang 

m elihat m anusia sebagai ^unencum bered se lf ‘ atau m anusia tanpa kom unitas. 

M anusia dalam  pandangan kaum  liberal dimengerri sebagai individu yang 

terisolir dan m elayang-layang d i ruang kosong serta ditem patkan dalam  ruang- 

ruang hak kebebasan. D alam  kenyataanya, dem ikian kaum kom unitarian, 

m anusia selalu hidup dalam kom unitas, tradisi dan ikatan sosiaL Sebuah sistem  

sosial yang tidak m enggubris aspek-aspek sosial in i dan hanya m em batasi diri 

pada pem aham an tentang m anusia sebagai pribadi hukum  dalam  ruang-ruang 

kebebasan, m enghancurkan substansi sosial hidup m anusia dan cenderung 

m enghantar masyarakat kepada bahaya individualisasi, atom isasi dan 

penghancuran nilai solidaritas.

K edua, bahaya atom isasi sosial dan m elem ahnya solidaritas dipertajam  lagi 

dengan dom inasi im peratif ekonom i. Rationalitas ekonom i pasar terus m engikis 

dan m em arjinalisasi dim ensi etis, kultural dan religius bersam a tradisi dan 

kom unitas-kom unitasnya (agama m isalnya).

4 Bdk. A m o Anzenbacher, C bristScbe So^ialetfnk. E tn fu bru n g  u n d  Prinqipien, Paderbom. 

Munchen. Wien. Zurich: Ferdinand Schoningh, 1997, haL 117
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K etiga, solusi apa yang ditawarkan kaum  kom unitarian untuk m engatasi 

bahaya individualisasi, ekonom isasi dan desolidarisasi (E n tsolidarisieru n f) ? Solusi 

kaum k om u n itar ian  ialah dengan m enawarkan dan m em perkuat kom unitas- 

kom initas, kelom pok-kelom pok dan ttadisi kom unitarian di m ana m anusia 

dapat m engalam i, m em pratikkan dan m engintem alisasi identitas kultural, etos 

sosial, solidaritas dan m akna bersam a. K om unitarism e m enawarkan solusi 

dengan m engikat kem bali ..unencum bered self“ ke dalam  keluarga, sanak 

saudara, tetangga, kom unitas agam a, jaringan sosial dan segala m acam  

persekutuan sosia l sam pai akhim ya identitas sosial bangsa yang m am pu 

m em berikan m akna hidup. K eutam aan etis untuk m elaw an egoism e ekonom is 

hanya m ungkin dikem bangkan m elalui proses integrasi ke dalam  kom unitas dan  

tradisi kom unitarian. Tanpa sikap-sikap yang dihayati dan ditradisikan secara 

kom unitarian, sebuah masyarakat akan m engalam i degradasi m enjadi sem ata 

onggokan (H a tfe n -T x y lo t) pribadi juridis yang tak berdaya di hadapan 

..despotism e adm inistratiP  (BeUab), yang kem udian berakhir pada 

individualism e birokratis (M acintyre) dan kebingungan publik yang tanpa arah 

(B arber).

K eem pat, cita-cita kaum  kom unitarian berkait erat dengan kritik budaya. 

Charles Taylor dalam  Sources o f  the S e lf berpendapat bahwa m odem itas dalam  

wajah liberal telah m elupakan akar, substansi dan sum ber kehidupannya.5 Akar 

dam  sum ber m ata air kehidupan m oderen dan juga sum ber bagi subjek bebas 

atas dasar faham  hak-hak asasi m anusia bersifat pandangan hidup, religius dan 

m etafisis. H anya m odem itas yang m erefleksikan sum ber kehidupannya dan 

m em baharui d id  lew at proses refleksi tersebut dapat m enjadi pengaw al dan 

pem bela kebebasan dan m attabat m anusia. M engeringnya sum ber mata air 

m odem itas tersebut jelas m enggoncangkan basis legitim asi bangunan knlmral 

m oderen. K arena itu  keadilan dan hukum  berpijak pada konsep hidup baik dan 

m engandaikan konsep hidup baik. Tanpa pilihan m akna dan nilai hidup baik 

yang dihayati serta berpijak pada tradisi etis-religius dan id eologis, sistem  

hukum  m oderen (hak dan keadilan) akan rem uk seketika.

5 Bdk. Charles Taylor, Q u etlen  d a  Selbst. D ie  E n tsU hung d er neu^eitlicben Id en tita t, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1994
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Pentingnya konsep hidup balk dalam kehidupan m anusia m endorong 

Taylor untuk m entem atisasi konsep hidup balk sebagai persoalan publik dan 

bukannya persoalan privat seperti pandangan kaum liberal. Hal in i diuraikan 

Taylor leb ih  lanjut dalam politik  pengakuan.

G. Relevansi sebuah Perdebatan

1. Liberalisme Politik

U ntuk konteks Indonesia yang mulrikultural, keterbukaan terhadap nilai- 

nilai liberal harus diungkapkan dalam kesediaan untuk m enerim a faham liberal 

ten tang pem bedaan antara negara dan masyarakat, politik  dan agama. Pilihan 

m akna dan nilai pandangan hidup serta konsep hidup baik dan pem eliharaannya 

harus bedangsung dalam konteks masyarakat liberal atau bebas. N egara dapat 

m em berikan garansi otonom i hukum  dan etis kepada warga negara sebagai 

pribadi juridis d i m ana setlap pribadi dapat m endefinisikan dirinya sebagai 

pribadi etis dan m em bangun hubungan kom unitarian dengan yang lainnya.

Setiap negara m oderen yang dibangun atas basis pengakuan akan 

m ultikulturalism e harus herani hidup dalam dan m enerim a dialektika penuh 

ketegangan antara negara dan agam a, keadilan dan konsep tentang hidup baik. 

A tau dalam 'bahasa m antan Presiden M ahkamah K onstim si Jerm an, Ernst 

W olfgang Bockenforde: “D er jm beitlithe, sakularisierte Stoat lebt von

Vorausset̂ ungen, die er selbst nichtgarantieren kan ii, — “ Negara liberal-sekuler hidup 

, dari syarat-syarat yang tak dapat dtjam innj^ sendin .”6

;Paradoksi in i, dem ikian B ockenforde, harus diterim a setiap negara liberal 

yang m au m erlghaigai pluralitas dan m enyelam atkan kebebasan individu. 

Sebuah negara dem okratis m oderen hanya m ungjdn eksis secara legitim  jika ia 

m am pu m enjam in dan m elindungi kebebasan setiap warganya. D i satu sisi 

kebebasan individu: m em pakan tujuan dan dasar kebcradaan sebuah negara.

Akan tetap i.d i sisi lain inti dari kebebasan tersebut yakni suara hati tidak 

p em ah ’boleh  dan .tidak dapat diatur m enurut norm a-norm a hukum  positif. 

Sebab ketika negara lew at hukum  p o sitif m asuk ke dalam ranah privat

- 6 F.mst Wolfgang Bockenforde, S to a t, G esellschafi, F n b a t. S tudien  %ur S tm tstbeorie und %um 

■ V afassu ngsn cbt, Frankfurt am MainrSuhtkamp, 1976, haL 60
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kebebasan suara had, ia sesungguhnya telah m enjadi totaliter. Paradoksi yang 

dikem ukakan B ockenforde di atas m erupakan jalan yang telah dan tetap 

dilew ati pem ikiran dan praktek politik  Eropa m oderen. Jalan in i telah 

m enghantar m ereka keluar dari konflik berdatah dan perang antara agama dan 

kelom pok etn is yang m elanda E ropah pada abad ke-17. D an  hingga kini konsep  

negara liberal-sekular tetap m am pu m enjaga perdam aian um um .

K ebebasan m anusia terungkap lew at keputusan otonom  dan atas 

pertim bangan suara had yang tidak pem ah b oleh  serta tidak dapat diintervensi 

o leh  instansi luar.7 8 K ebebasan hanya dapat m eregulasi dirinya dari dalam , dari 

substansi m oral setiap individu dan hom ogenitas sebuah masyarakat. Bahaya 

totalitarism e m ulai m engintip ketika negara m isalnya lew at hukum  p o sitif mau 

m engatur suara had dan keutam aan pribadi warga negara. D i sini negara 

beram bisi m engatur segala-galanya term asuk cara berpikir dan m oralitas 

warganya yang seham snya m ustahil dapat dilaksanakannya. A m bisi negara ' 

tersebut m enciptakan konflik dan m em bahayakan perdam aian um um  sebab ia 

m enyangkal adanya pluralitas budaya, agam a, tingkah laku dan kebebasan  

berpikir dalam  sebuah negara m oderen.

Indonesia sebagai bangsa yang m ulitikultural ham s m am pu m enangkal 

tendensi kom unitarism e yang coba m em persoalkan kem bali distingsi antara 

negara dan masyarakat, antara pribadi juridis dan etis serta m au m enghidupkan  

sebuah negara „kebenaran“ (regim  agam a, ideologi, pandangan hidup).

T endensi kom unitarian yang intoleran in i m uncul di Indonesia terutam a 

dalam  bentuk fundanientalism e agam a. Kaum  fundam entalis m elakukan teror 

dan m enghalalkan kekerasan untuk m em basm i kelom pok-kelom pok lain. 

D engan  m em bajak dem okrasi prosedural kelom pok fundam entalis telah  

berhasil m enciptakan dan m enggolkan sejum lah produk hukum  yang 

antim ultikultural seperti U ndang-U ndang Pom ografi serta ratusan perafuran 

daerah yang bem uansa Syariah.® C ita-cita untuk m em bangun sebuah negara

7 Bdk. Franz Magnis -Suseno, E tik a  P o litik . P rin stp -p rim ip  M o ra l D a sa r Kenegaraan M oderen, 

Jakarga: Gramedia Pustaka Utama, 1999, haL 348

8 Bdk. Adnan Buyung N asution, D em okrasi K on stitu sion a l, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 
2011, h a l 122
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dengan berbasiskan ideologi atau agama tertentu m erupakan sebuah bentuk 

kem unduran sejarah peradaban um at manusia. U ntuk mengatasi hal ini 

demokrasi prosedural harus dilengkapi dengan substansi demokrasi yang 

membatasi kesewenangan kekuasaan dan kesewenangan kehendak mayoritas. 

Substansi demokrasi adalah hak-hak asasi manusia.

2. K ritik atas P a to lo g i L ib era lism e

Liberalisme politik yang sudah mulai dipraktikkan di Indonesia perlu 

disem pum akan dengan faham komunitatian. Dialekrika antara yang partikular 

dan universal harus dibangun secara kreatif. Praktik ethos HAM  universal 

misalnya tidak boleh mematikan nilai-nilai komunitarian yang terkandung dalam 

agama-agama dan budaya-budaya lokaL Sebab, secara konkret individu tak 

pem ah hidup sebagai unencumbered se lf atau individu tanpa komunitas. N am un 

im peratif pasar yang cenderung mengkolonisasi semua ranah kchidupan telah 

“melemankan kepakan sayap-sayap solidaritas sosial dan  kultural yang memberi 

rasa identitas dan kek ita a n ”?

Tantangan ini tak dapat ditem ukan solusinya dalam liberalism e. F ilsuf 

H annah A rendt menganjurkan agar hak-hak liberal klasik perlu disem pum akan  

dengan “hak-hak kultural yang m elindungi bentuk-bentuk kom unitas konkret 

dan hak-hak parrisipasi politis yang dapat m em batasi kekuasaan pasar secara 

dem okratis”.9 10

U ntuk konteks Indonesia yang plural, solusi kom unitarian selain dijalankan 

oleh  agama dan kebudayaan, juga diperankan oleh Pancasila. Pancasila adalah 

locus kontekstualisasi konsep universal hak asasi m anusia di Indonesia agar 

m enjadi bagian dari hidup m asyarakat Pancasila juga m encegah bahaya 

privatisasi konsep hidup baik seperti dipraktikkan dalam  masyarakat liberal.

Pancasila tidak m enghendaki adanya agama negara di Indonesia. N am un  

itu  tidak berarti, Pancasila sepakat dengan pandangan kaum liberal yang 

m em andang agama sebagai persoalan privat semata. Pancasila m enghendaki

9 F. Budi Hardiman, H a k - H a k  A s a s i  M a n u s i a .  P o l e m i k  d e n g a n  A g a m a  d a n  K e b u d a y a a n ,  

Yogyakarta: Penerbit Kansius, 2011, haL 38

10 Ibid. 39
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agar nilai-nilai agama diterjem ahkan menjadi moralitas publik. D i sini konsep 

ketuhanan dalam Pancasila berperan seperti agama sipil {civic religion) yang 

berurusan dengan moralitas publik dan tidak m encam puri moralitas serta 

keyakinan pribadi. A tau seperti dirum uskan Yudi Latif:

...dalam kerangka ketuhanan menurut Pancasila, boleh saja seseorang secara 
pribadi tidak memeluk agama formal (sebagai agnostik atau bahkan ateis). 
Akan tetapi, dalam kehidupan publiknya harus tetap menghormati nilai-nilai 
Ketuh anan- keagamaan seperti dikeehndaki Pancasila berdasarkan hasil 
kesepakatan konstitusional, sehingga tidak diperkenankan menyebarkan 
propaganda untuk menolak atau membenci agama.11

M engingat pentingnya peran publik agama, Pancasila m em buat kpreksi atas 

tesis “privatisasi” agama kaum  liberal dan menganjurkan paradigm a diferensiasi 

dalam relasi antara agama dan negara. Sebab, “ketika agama tersudut dari ruang 

publik ke ruang privat, yang m uncul adalah ekspresi spiritualitas personal yang 

terputus dari kehidupan publik. Sebailiknya, politik sekuler roem andang rendah 

nilai-nilai agama dan mengabaikan signifikansi m oral ketuhanan. A kibat yang 

ditim bulkan oleh situasi saling mengabaikan ini adalah spiritualitas tanpa 

pertanggungjawaban sosial, dan politik tanpa jiwa.” 11 12 U ntuk itu 

fundam entalism e, baik fundamentalisme agama m aupun fundamentalisme 

sekuler harus dihindari. M araknya korupsi di tengah pesatnya perkem bangan 

agama-agama di Indonesia m erupakan bukti kasat m ata bahwa agama masih 

dihayati sebagai ritus kesalehan privat dan belum menjadi kekuatan m oral di 

ruang publik.

Peran publik agama m enuntut agama untuk mem bela sendiri kebebasannya 

serta kebebasan agama-agama lain. Agam a juga dapat m em persoalkan tendensi 

absolutisme dunia sekuler dan absolutisme kekuasaan negara ya n g  

mem bahayakan kehidupan manusia tanpa ham s m erebut dan m endom inasi 

seluruh ranah kehidupan m anusia.13 D i tengah arus m odem isasi yang ditandai 

dengan kolonialisasi sistem teknologi dan birokrasi kekuasaan yang anonim  atas

11 Yudi Latif, N e g a r a  P a r i p u m a .  H i s t o r i d t a s ,  R a s i o n a M t a s  d a n  A k t u a U t a s  P a n c a s i l a ,  Jakarta: 
Kompas Gramedia, 2011, hal. 112

12 Ibid., ha l 104

13 Bdk. Ibid.,  hal. 109
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dunia kehidupan (Lebensw elt), agarna tam pil sebagai sum ber mata air m oralitas 

dan pem beri rambu-rambu etis.

K etuhanan dalam kerangka Pancasila m engungkapkan kom itm en bangsa 

Indonesia untuk m enata kehidupan politik-publik atas dasar nilai-nilai m oral 

universal agama-agama serta budi pekerti yang luhur. K risis m oral yang 

dihadapi masyarakat m oderen serta fenom en kebangkitan agama-agama dalam  

masyarakat sekular m em buat paradigma ketuhanan dalam  kerangka Pancasila 

m enjadi penting dan sem akin relevan.

D alam  masyarakat Barat sejak tahun 90-mi paradigma sekuler yang 

me.minggirkan agama ke ruang privat m uiai goyah dan tem a agama kem bali 

meramaikan diskursus d i ruang publik.14 Haberm as m isalnyanya yang 

m enganggap dirinya “religios unm usikalisch” (tak berbakat secara religius) 

menyadari kem bali akan pentingnya peran agama di ruang publik dan 

m engem bangkan konsep masyarakat postsekuler. M engapa masyarakat liberal- 

sekuler kem bali kepada agama?

M ungkin salah satu jawaban atas pertanyaan ini adalah rambu-rambu kritis 

salah seorang teo log  K atolik abad in i, H ans R u n g , yang dialamatkan kepada 

masyarakat m oderen sekular yang m au m endepak agama ke raung privat 

irasionalitas: ”K endatipun m anusia m ewajibkan dirinya untuk taat pada norm a- 

norm a m oral, satu hal tetap tak dapat dilakukan m anusia tanpa agama: 

m em betikan pendasaran atas keniscayaan dan universalitas kewajiban-kewajiban 

m oral.”15

Pendasaran terakhir tak tergoyahkan tentang keharusan dan universalitas 

norm a-norm a m oral, dem ikian K ueng, tak dapat berpijak pada argum entasi 

filosofis abstrak sem ata-m ata. Filsafat hanya m am pu m enyentuh intelek  

m anusia. Sem entara keharusan nilai-nilai m oral harus dapat m enggugah ranah 

perasaan m anusia, ruang di m ana agama-agama dapat m enem busnya dan

14 Bdk. O tto Gusti Madung, “E tos Global dan D ialog Peradaban”, dalam K om pas 27 
Februari 2010

15 B dk Hans K ung, “Leidinien zum Weiterdenken”, dalam: Hans-Martin Schoenherr- 

Mann, M ik in d erL eb en  L en ten , M uncehen: Piper Vedag 2008, haL 387
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bergerak. Karena itu krisis m oralitas masyarakat m oderen m enuntut peran aktif 

agam a-agam a dalam ruang publik.

O rientasi m akna dan nilai sebuah masyarakat bergantung pada vitalitas 

tradisi, budaya, agama, m odel-m odel etos serta tatanan sosial di m ana makna 

dan nilai tersebut dirawat dan dihayati. Pancasila m erupakan suatu m odel 

pengaw etan dan vitalisasi tradisi tersebut. O rientasi m akna in i penting dalam  

hidup sosiaL Sebab, konstitusi dan hukum  yang paling rasional sekalipun belum  

m enjadi jam inan dalam  berperang m elaw an masyarakat yang intoleran, akrab 

dengan kekerasan, korup dan rakus.

K onsep kom unitarian berperan sebagai elem en m otivasional yang 

m enggerakkan ethos hak-hak asasi m anusia. Secara kodrati “rasa kem anusiaan” 

kita alam i pertam a-tam a dalam  solidaritas kelom pok seperti agam a, suku dan 

budaya. M anusia universal tak pem ah m enderita, yang m enderita adalah orang 

Papua, orang Ac,eh atau warga AJhmadiyah. Pancasila adalah orientasi makna 

bersam a dan sebagai sistem  etika bangsa ia m em berikan ram bu-ram bu untuk 

keluar dan pelbagai krisis etika publik yang tengah m elanda bangsa Indonesia.

3. Pancasila dan Multikulturalisme16

D engan m enjadikan Pancasila sebagai basis id eologi bukan berarti negara 

Indonesia m engabaikan prinsip netralitas negara. N egara yang netral secara 

ideologis leb ih  dan sekedar institusi birokratis. Prinsip netralitas negara 

m oderen sekurang-kurangnya m em iliki tiga m akna.17 P ertam a, netralitas akibat 

atau konsekw ensi. Itu  berarti penerapan prinsip-prinsip liberal m em iliki 

konsekw ensi yang sam a untuk sem ua kom unitas dalam  sebuah negara. K edua,

16 Pluralisme dan multikulturalisme sama-sama mengungkapkan kebhinekaan dan 
perbedaan.Perbedaannya, pluralisme menjelaskan fakta antropologis kebhinekaan dan 
keberbedaan tersebut tanpa membuat penilaian. Sedangkan multikulturalisme berkaitan dengan 
sikap etis yang betintikan penghargaan terhadap kebudayaan dan pandangan hidup yang 
berbeda-beda sambil terus m endorong dialog dan kerja sama yang produktif antara dem en- 
elem en yang berbeda dan beraneka tersebut (Bdk. W illy Gaut, “Mengakui Kemajemukan, 
Merayakan Perbedaan”, dalam Seri Buku V ox 55 /02-04/2011 , Ledalero 2011, haL 119)

17 Bdk. Rainer Forst, Kommunitarismus und Liberalismus — Stationen einer D ebatte, 
dalam: A xel H onneth (Ed.): K om um tarism us. P in e  D eb a tte u b e r d ie m oraliscben G ntndlagen  m odem er 

G eseU scbaften, Campus Vetlag: Frankfurt am Main 1993, hal. 192
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netralitas tujuan. N egara liberal tak pem ah boleh  m engutam akan konsep hidup 

baik tertentu berhadapan dengan pandangan atau ideologi lainnya. Persis itu 

yang terjadi jika negara didirikan atas dasar ideologi agama tertentu. K etiga, 

netralitas legidm asi atau pem benaran. Basis legitim asi prinsip-prinsip keaHilan 

tak boleh  berpijak pada nilai-nilai etis kom unal tertentu, nam un bertumpuh 

pada konsep m oral universal dan tak berpihak.

A sas netralitas dari liberalism e ini merupakan prestasi peradaban umat 

m anusia dan telah berhasil m engatasi konflik antara agama dan ideologi yang 

m elanda masyarakat Eropa. K onsep ini ham s diterapkan di Indonesia yang 

m ultikultural agar perbedaan dan kebhinekaan tidak m enjadi sum ber konflik 

tapi kekayaan bangsa.

Negara yang m enganut prinsip netralitas tetap dapat m em ainkan peran 

secara politis agar diskursus seputar ideologi, pandangan hidup dan konsep 

hidup baik m erupakan objek tem atisasi di ruang publik. D alam  bidang 

pendidikan dan ilm u pengetahuan negara dapat m engatur sekian agar dom inasi 

pengetahuan instrum ental yang m enekan dapat dibatasi dem i kepentingan 

kom petensi pandangan hidup.

N egara liberal dapat m engem bangkan pengetahuan tentang pelbagai tradisi 

filsafat dan agama serta kesadaran akan pluralitas persoalan ideologis di sekolah- 

sekolah dan universitas dan bukan sebaliknya m endepak persoalan ideologis 

dan agama ke ruang privat irasionalitas. Negara yang dibangun atas sem angat 

m ultikulturalism e sadar akan pentingnya kom unitas-kom unitas yang 

menawarkan dan m enjaga orientasi etis-religius serta terlibat dalam kegiatan- 

kegiatan solidaritas-karitatif. Insritusi-institusi kom unitarian seperri agama, 

kelom pok adat, dan lain-lain dapat menawarkan diri sebagai forum  diskursus 

tentang pandangan hidup. D engan m em beri penekanan pada politik  

kebudayaan m odel in i negara dapat m enanggapi secara produkrif idealism e 

kom unitarian tanpa ham s berhenti m enjadi negara m oderen.

D alam  seluruh proses diskursus publik seputar pandangan hidup Pancasila 

dapat berperan sebagai substansi norm atif yang m em berikan panduan agar nilai- 

nilai kehidupan bersam a seperri toleransi, kebebasan, persam aan, solidaritas, 

ketaatan terhadap hukum  dan pantang akan kekerasan tatap dijaga dan dipegang
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teguh. D engan  dem ikian Pancasila dapat m enjadi basis pengakuan dalam  

m asyarakat m ultikultural agar setiap pribadi, kelom pok, pandangan hidup dan 

agam a dapat m ewujudkan dirinya secara oten tis tanpa harus m em bahayakan 

yang lain.

D . Penutup
Indonesia adalah sebuah m asyarakat yang m ultikultural. Pengakuan 

m erupakan salah satu sikap eris yang penting dalam  m enghadapi kebhinekaan  

dan keberbedaan tersebut. Pengakuan m em ungkinkan yang lain  

m engekspresikan dan m engem bangkan dirinya secara oten tis. N am un  

pengakuan akan keberbedaan dan keanekaragaman sem ata tanpa adanya basis 

substansi m oral yang sam a belum  cukup m enjadi landasan kokoh sebuah  

kehidupan bersam a.

D alam  sebuah masyarakat m ultikultural nilai-nilai kom unai perlu  

ditransform asi m enjadi nilai-nilai etika publik agar dapat diterim a o leh  sem ua. 

Pancasila tidak lain  dari etika publik tersebut yang telah m engatasi sekat-sekat 

kom unai. Pancasila juga m em berikan ram bu-ram bu norm atif apakah n ila i- n ila i 

kom unai tertentu layak diterim a sebagai norm a bersam a d i ruang publik. D alam  

dialog terus-m enerus dengan nilai-nilai kom unai dan global P a n ca sila  

m enam pakkan dinam ikanya sebagai identitas bangsa. Sebuah identitas yang 

selalu terbuka untuk ditafsir kem bali.
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